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Abstrak

Lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik guna
meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan,
ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan untuk pelayanan
publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan
masyarakat. Adapun tujuan untuk mengetahui terhadap prosedur pendaftaran hak
tanggungan secara elektronik dan bagaimana hambatan dalam pendaftaran hak
tanggungan secara elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data
sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada saat
pendaftaran Hak Tanggungan secara manual dimana PPAT harus datang
langsung ke kantor BPN untuk mewakili bank mengurus keseluruhan sampai
diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan, kini tugas PPAT hanya sampai
menyampaikan APHT melalui sistem elektronik dan memberikan jaminan terhadap
keabsahan dokumen-dokumen pendukung yang dimuat dalam sebuat surat
pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik, Hal-hal yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik lebih cenderung pada kendala-
kendala teknis yang berkaitan dengan sistem elektronik.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia serta sebagai
hak dasar dari setiap orang, hal ini dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas
dasar hak menguasai dari negara, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah
melaksanakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Pokok Agraria, selain bertujuan melindungi tanah melalui
penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.!
Seseorang yang telah mempunyai sebidang tanah yang mana tanah tersebut adalah
telah diakui sebagai hak miliknya, maka yang bersangkutan segera mendaftarkan
tanah tersebut. Pendaftaran atas tanah dapat diajukan ke Kantor Pertanahan
setempat.

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
UUPA, vyaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan
hukum.”

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat
diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara
asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan
hukum privat maupun badan hukum publik.?

Dengan meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik tolak pada
bidang ekonomi dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar sehingga
memerlukan lembaga jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi
pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mendorong peningkatan partisipasi

masyarakat dan salah satu cara perolehan dana yang dapat dilakukan adalah melalui

! Chandra, S. Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah “Persyaratan Permohonan di Kantor
Pertanahan”, Grasindo, Jakarta, 2005, him. 3
2 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012, him. 89
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jasa perbankan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau melalui
jasa lembaga pembiayaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
yang selanjutnya disebut UUHT, diharapkan dapat memberikan suatu kepastian
hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan yang selama ini pengaturannya
menggunakan ketentuan-ketentuan Creditverband dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata.

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.?

Hak tanggungan dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak
guna bangunan sesuai dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutya disebut UUPA.
Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah ikut berpartisipasi dengan
mengambil peran untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih lebih cepat,
efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat
Sesuai layanan yang prima. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.*

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, kantor wilayah
maupun satuan kerja harus mengubah paradigma pola penyelenggaraan sebagai

pengguna layanan. Pemberi layanan harus menerapkan Pedoman Standar

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2



Pelayanan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Suka
atau tidak suka globalisasi telah dan segera menyapa setiap negara, bahkan
menyentuh setiap masyarakat di dunia. Kemajuan pesat teknologi digital saat ini
diseluruh dunia membawa berbagai dampak perubahan terhadap berbagai
pelayanan publik kepada masyarakat. Kondisi tersebut juga berlaku untuk

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia yang kini sudah mempersiapkan layanan elektronik dalam rangka

mendukung transformasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia meng-antisipasi era digital.

Salah satu layanan publik terintegrasi secara elektronik di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah
Layanan Hak Tanggungan Elektronik, yang telah diluncurkan oleh Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada hari
Rabu, tanggal 04 September 2019 di Jakarta. Untuk meningkatkan mutu pelayanan
yang cepat, mudah, dan biaya murah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, kemudian
ketentuan diatas dicabut dan digantikan sesuai ketentuan pasal 37 Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.®

Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik, ada tiga hal yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan instan dan cepat
namun harus tepat.

2. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam
pelaksanaannya tidak  menyulitkan, prosedur/tata cara  pelayanan
diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat.

3. Pelayanan publik pada hakekatnya adalah bentuk pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat. Oleh sebab itu biaya atau tarif yang yang diberikan harus

SPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik
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memiliki standart harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara
keseluruhan. Dengan kata lain harga untuk pelayanan publik adalah harga yang
murah

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, peluncuran layanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN
RI berbasis digital atau elektronik bertujuan untuk memudahkan pengurusan
pertanahan sehingga cita-cita untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha
atau ‘Ease of Doing Business (EODB)’ di Indonesia dapat terpenuhi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kementrian ATR/BPN terus berbenah, dengan memanfaatkan
kemajuan pesat dibidang teknologi. Kementerian ATR/BPN, secara bertahap
melakukan transformasi digital. Dalam pelayanan publik, kantor pertanahan
Kabupaten/Kota sudah menerapkan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-EI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang
akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagaimana prosedur pendaftaran hak tanggungan secara elektronik?

2. Bagaimana hambatan dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik?

BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA



A. Kedudukan dan Jenis Hak Atas Tanah di Indonesia
1. Sejarah Hak Atas Tanah

Dalam perjalanan sejarah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia terdapat
dualisme hukum yang menyangkut Hukum Agraria Barat, dan dipihak lain berlaku
Hukum Agraria Adat.® Akhirnya sistem tanam paksa yang merupakan pelaksanaan
politik kolonial konservatif dihapuskan dan dimulailah sistem liberal. Politik liberal
adalah kebalikannya dari politik konservatif dihapuskan dan dimulailah sistem
liberal. Prinsip politik liberal adalah tidak adanya campur tangan pemerintah
dibidang usaha, swasta diberikan hak untuk mengembangkan usaha dan modalnya
di Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tajamnya kritik yang dialamatkan
kepada Pemerintah Belanda karena kebijakan politik agrarianya mendorong
dikeluarkannya kebijakan kedua yang disebut Agrarisch  Wet (dimuat
dalam Staatblad 1870 Nomor 55).”

Terkait dengan sejarah hak-hak atas tanah berdasarkan hal-hal diatas, maka
hak-hak atas tanah dapat dibedakan dalam 2 masa, yaitu masa kolonial (sebelum
kemerdekaan) dan setelah kemerdekaan.

1. Hak Atas Tanah Masa Kolonial (sebelum kemerdekaan)

Hak-hak atas tanah yang ada pada Masa Kolonial ini, tentunya tunduk pada
Hukum Agraria Barat yang diatur dalam KUH Perdata, diantara hak-hak yang
diatur tersebut antara lain :

a. Hak Eigendom (Hak Milik)
Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan, Eigendom adalah hak untuk dengan
bebas mempergunakan suatu benda sepenuh penuhnya dan untuk menguasai
seluas luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan undang undang atau
peraturan peraturan umum yang ditetapkan.

b. Hak Erfpacht (Hak Usaha)
Hak erpacht, adalah hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas
benda orang lain. Pada pasal 720 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu hak

kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak

® Muchsin, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Penerbit Refika
Aditama, Bandung, 2007, him. 9
" 1bid, him. 13



bergerak milik orang lain dengan kewajiban member upeti tahunan. Disebutkan
didalamnya pula bahwa pemegang erfpacht mempunyai hak untuk
mengusahakan dan merasakan hasil benda itu dengan penuh.

. Hak Opstal (Hak Numpang Karang)

Hak Opstal adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanam tanaman
di atas tanah orang lain. Menurut Pasal 711 KUH Perdata disebutkan bahwa hak
kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan
penanaman diatas pekarangan orang lain.

. Hak Atas Tanah Masa setelah kemerdekaan

. Sebelum UUPA

Hukum agrarian sebelum adanya UUPA mempunyai sifat dualisme hukum,
dikarenakan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat, disamping
peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum Barat. Hal mana selain
menimbulkan berbagai masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidak sesuai
dengan cita-cita persatuan bangsa. Hal ini pun terjadi dalam sejarah
pemberlakuan hak-hak atas tanah di Indonesia. Sifat dualisme Hukum Agraria
kolonial ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Hukumnya

Pada saat yang sama berlaku macam-macam Hukum Agraria, yang meliputi:

a. Hukum Agraria Barat yang diatur dalam Bugerlijk Wetboek, Agrarische
Wet, dan Agrarische Besluit.

b. Hukum Agrarian Adat yang diatur dalam Hukum Adat daerah masing-
masing

c. Hukum Agraria Swapraja yang berlaku didaerah-daerah Swapraja (seperti
: Yogyakarta, Surakarta, dan Aceh)

d. Hukum Agraria Antar-Golongan (Agrarische Interdentielrecht) vyaitu
hukum yang digunakan untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum
dalam bidang pertanahan antarorang-orang pribumi dengan orang-orang
bukan pribumi

2. Hak Atas Tanah



a. Hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Agraria Barat yang diatur
dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak erfpacht, hak postal,
Recht van gebruik (hak pakai), bruikleen (hak pinjam pakai)

b. Hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Agraria Adat daerah
masing-masing yang disebut tanah-tanah hak adat, misalnya tanah
yayasan, tanah kas desa, tanah gogolan, tanah pangonan (penggembalaan),
tanah kuburan.

c. Hak-hak atas tanah yang merupakan ciptaan Pemerintah Hindia Belanda,
misalnya hak agrarische (tanah milik adat yang ditundukkan diripada
Hukum Agraria Barat), landerijen bezitrecht (tanah yang subjek
hukumnya terbatas pada orang-orang dari golongan Timur Asing/
Tionghoa)

d. Hak-hak atas tanah yang merupakan ciptaan Pemerintah Swapraja,
misalnya grant sultan (semacam hak milik adat yang diberikan oleh
Pemerintah Swapraja khusus bagi para kaula swapraja, didaftar di kantor
Pejabat Swapraja)

b. Hak Atas Tanah Setelah berlaku UUPA

Setelah berlaku UUPA sebagai dasar bagi hukum agraria di Indonesia, maka
problema dualisme pun teratasi. Alhasil, Negara Indonesia dapat berupaya semakin
maksimal, guna mencapai apa yang menjadi tujuan negara bagi kemakmuran
rakyat.

Hak-hak atas tanah diatur dalam UUPA pasal 2, pasal 4, pasal 16, pasal 20-
46, pasal 50, pasal 53, pasal 55,dan ketentuan-ketentuan tentang konversi. Sehingga
lahirlah kodifikasi hak-hak atas tanah yang lebih baik. Setelah adanya UUPA, hak-
hak atas tanah di Indonesia pun mutlak menjadi milik Negara Indonesia.
2. Pengertian Hak Atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dala Pasal 4 ayat (1)
UUPA, bahwa berdasarkan hak menguasai dari negara atas tanah berdasarkan
macam-macam hak atas tanah yang telah disebutkan dalam pasal 2 UUPA, yang
dapat dipunyai dan diberikan oleh masyarakat maupun badan hukum.

Hak atas tanah termasuk salah satu hak perseroangan atas tanah. Hak

Perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang



haknya (perseorangan, kelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk
menguasai yang dapat mencakup menggunakan dan atau mengambil manfaat atas
tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada
pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang
dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa bahwa tanah tersebut dapat
difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat
diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian,
perkebunan, dan peternakan.®
Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh pemegang
pemegang hak tas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: °
2. Wewenang Umum
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanahnya yang langsung berhubungan dengan
tanah tersebut dalam batas-batas menurut UPPA dan peraturan hukum yang
lainnya. yang dapat meliputi penggunaan dari bumi, air dan ruang yang ada
diatasnya.
3. Wewenang Khusus
Wewenang yang bersifat khusus yaitu penggunaan hak atas tanah sesuai dengan
macam hak atas tanah yang dimilikinya, contohnya wewenang pada tanah Hak
Milik adalah seseorang mempunyai wewenang atas tanahnya tersebut untuk
kepentingan usaha (Pertanian, Perkebunan, dll) dan untuk mendirikan bangunan,
pada wewenang tanah hak Guna Bangunan adalah seseorang mempunyai
wewenang untuk mendirikan bangunan dan memiliki bangunan diatas tanah
milik orang lain.
3. Terjadinya Hak Atas Tanah
Dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan diatur ada 4
(empat) cara terjadinya hak atas tanah sebagi berikut:°
a. Hak Atas Tanah Terjadi Menurut Hukum Adat

8 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Penerbit Kencana Prenada Meida
Group, Jakarta, 2005, him. 82

® Soediikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, Penerbit Karunika, Jakarta, 1998,
him. 45

10 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Penerbit Prenada Media
Group, Jakarta, 2015, him. 54-58



Hak milik adalah hak yang terjadi menurut hukum adat, hak tersebut melalui
pembukaan lidah (Aanslibbing). Pembukaan lidah disini adalah, pembukaan
hutan yang dipimpin oleh kepala adat/desa bersama-sama dengan masyarakat.
Kemudian tanah yang telah dibuka tersebut dibagikan oleh kepada adat/desa
kepada masyarakat untuk digunakan sebagai lahan tanian kepada masyarakat
hukum adat. Yang dimaksud Lidah tanah adalah tanah yang tumbuh karena
usahanya, tanah tersebut berada di tepi sungai, danau atau laut. Tanah tersebut
merupakan kepemeilikan orang yang memiliki tanah berbatasan. Dengan
sendirinya tanah tersebut menjadi hak milik karena adanya proses pertumbuhan
yang memakan waktu.!

b. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Penetapan Pemerintah
Hak atas tanah disini adalah tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara.
Hak atas tanah terjadi apabila adanya pemberian langsung dari negara,
berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan
Pemberian hak hak atas tanah adalah bahwa pemerintah berdasarkan
penetapannnya memberikan hak atas tanah negara, perpanjangan hak,
pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas Hak
Pengelolaan. Terjadinya pemberian hak atas tanah negara tersebut melalui
permohonan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dengan syarat-
syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Ketentuan Undang-Undang
Hak atas tanah ini tercipta karena undang-undang. Hak atas tanah ini terjadi
karena ketentuan Konversi pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1996 tentang
UUPA. Jadi semua hak atas tanah sebelumnya diubah menjadi hak atas tanah
yang diatur didalam UUPA tersebut. Yang dimaksud dengan konversi disini
adalah perubahaN hak atas tanah karena berlakunya UUPA yang diubah menjadi
hak-hak atas tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 UUPA.

d. Hak Atas Tanah Terjadi Karena Pemberian Hak

11 Boedi Harsono (Selanjutnya disebut Boedi Harsono Il), Undang-undang Pokok
Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaanja, Penerbit Jambatam, Jakarta, 1971, him. 81
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Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan dapat berdiri diatas hak milik. Dengan ini
terjadinya hak pakai atau hak guna bangunan dibuat dengan akta PPAT yaitu
akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau hak Pakai diatas tanah Hak Milik.
Yang kemudian akta ini didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/kota untuk
dicatat dalam buku tanah.
4. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Barat
Sejak Hindia Belanda menjadi jajahan Belanda (1815), kondisi hukum
khususnya hukum perdata sudah bersifat dualistis. Di samping hukum adat yang
merupakan hukum perdata bagi golongan penduduk pribumi/bumiputera, maka
bagi golongan penduduk penjajah Belanda dan golongan yang sejenis (Eropa)
berlaku hukum perdata Belanda (Burgerlijke wet boek/BW/Kitab Undang-undang
Hukum Perdata/Sipil).
Menurut Pasal 163 1.S. penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi tiga
golongan, yaitu:
a. Golonga Eropa;
b. Golongan Timur Asing;
c. Golongan Indonesia Asli (Bumiputera/pribumi).
Berdasarkan Pasal 131 ayat 2 sub b. Indische Staatsregeling (I.S.) dan Pasal
15 Algemene Bepalingen van Wetgeving (A.B.) untuk bangsa Indonesia asli dalam
lapangan hukum privaat (perdata) berlaku terutama hukum adat. Akan tetapi, ada
kemungkinan untuk menyimpang dan hukum adat, jika ternyata, bahwa
penyimpangan itu perlu berhubung dengan kebutuhan sosial atau dalam
kepentingan umum.
Adanya dualisme hukum perdata tersebut diikuti pula dengan adanya
dualisme hukum tanah, sehingga pada masa itu dikenal adanya:
a. Tanah-tanah Adat yang bersumber dan Hukum Adat Indonesia; dan
b. Tanah-tanah Eropa yang bersumber pada Burgerljke Wetboek/BW/Kitab
Undangundang Hukum Perdata.
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Selain kedua jenis hak atas tanah tersebut di atas, dalam praktik dan realitas
perundangundangan kolonial terdapat tanah-tanah dengan hak-hak yang lain,
yaitu:12
a. Hak-hak atas tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda, berupa Agrarisch

Eigendom (hak milik agraria) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat

(7) 1S, yang pengaturannya terdapat dalam Staatblad (Stb.) 1872 No. 117, dan

Landerijenbezitrecht (dikenal dengan sebutan “tanah-tanah Tionghoa”, karena

subjeknya terbatas pada golongan Timur Asing, terutama golongan Cina) yang

diatur dalam Stb. 1926 no. 121.

b. Hak atas tanah ciptaan Pemerintah Swapraja di daerah Sumatera Timur, seperti:

1. Grant sultan, diberikan oleh pemerintah Swapraja bagi bukan penduduk
Swapraja, didaftar di kantor Pejabat Swapraja;

2. Grant controleur, diberikan oleh pemerintah Swapraja bagi bukan penduduk
Swapraja, didaftar di kantor Controleur (pejabat Pangreh Praja
Binnenlandsch Bestuur Hindia Belanda);

3. Grant Deli Maatschappij, terdapat di kota Medan dan diberikan oleh Deli
Maatschappj, serta didaftar di kantor perusahaan tersebut;

4. Hak konsesi untuk perusahaan kebun besar, diberikan oleh Pemerintah
Swapraja dan didaftar di kantor Residen.

Guna mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang kedudukan hukum tanah-
tanah sebelum berlakunya UUPA, perlu diketahui terlebih dahulu macam-macam
hak atas tanah pada zaman kolonial, yang dikenal dengan hak-hak barat, diatur
dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlike wetboek/BW), di
antaranya adalah hak Eigendom, hak Opstal, hak Erfpacht, dan sebagainya. Di
bawabh ini akan diuraikan beberapa hak kebendaan utama yang diatur dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerhjkee wetboek).

a. Hak Eigendom
Eigendom merupakan istilah yang dikenal dalam hukum kebendaan Perdata

Barat, yang kurang lebih bermakna hak milik. Eigen berarti diri atau pribadi,

12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002, him. 53-54
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sedang dom tampaknya kita perlu merujuk pada kata dominium, yang dalam
Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia karya Gokkel & van der Wall diartikan
sebagai hak milik.'® Jadi, Eigendom dapat diartikan sebagai hak milik pribadi.
Hak Eigendom adalah hak kebendaan yang paling luas. Yang dimaksud
Eigendom menurut Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgerlijke wetboek/BW) adalah “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu
dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang
atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan tidak
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi
kemungkinan pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan
atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi”.
b. Hak Erfpacht

Pasal 720 BW menerangkan bahwa, hak Erfpacht adalah hak kebendaan untuk
menikmati sepenuhnya (voile genot hebben) kegunaan sebidang tanah milik
orang lain dengan kewajiban untuk membayar setiap tahun sejumlah uang atau
hasil bumi (jaarhijke pacht) kepada pemilik tanah sebagai pengakuan atas
eigendom dan pemilik itu. Pemegang hak erfpacht disebut Erfpachter.

Menurut Pasal 9 Agrarisch Besluit (AB), hak Erfpacht ini diberikan untuk
jangka waktu 75 tahun, sedang tanah yang diberikan ditetapkan luasnya kurang
lebih 500 bau (1 bau = 0,7 ha). Dalam Bijblad 3020 ditetapkan bahwa tanah yang
diberikan dengan hak Erfpacht hanyalah tanah liar (woestegrond), yaitu tanah
yang tidak dikerjakan oleh orang-orang Indonesia (Bumiputera) dan tidak
merupakan tanah penggembalaan (weidevelden) atau tidak termasuk dalam satu

wilayah desa.

c. Hak Opstal
Menurut Pasal 711 BW, hak Opstal adalah suatu hak kebendaan (zakeljk recht)

untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tanaman di atas milik

13 Gokkel. HRW & van der Wall, Istilah Hukum Lain-Indonesia, alih bahasa S.
Adiwinata, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1986, him. 32
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orang lain. Hak Opstal diatur dalam BW buku 11 titel 9 Pasal 711-719. Hak
Opstal dapat dipindah-tangankan dan dapat dibebani dengan hipotik, juga dapat
dibebani dengan erfdienstbaarheid, tetapi oleh undang-undang ditentukan
dengan tegas, bahwa hanya dimungkinkan selama seorang menguasai Opstal itu.
Ada perbedaan penting antara hak Opstal dan erfpacht. Dalam kedua hal pemilik
tanah, sesudah habis waktunya, menjadi pemilik Opstal itu atau dan perbaikan-
perbaikan yang telah diadakan oleh pemegang erfpacht.

. Hak Gebruik

Hak Gebruik diatur dalam pasal 818 KUH Perdata yang Berbunyi: “Hak Pakai
dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak
pakai hasil.” Jadi Hak Gebruik merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas
sebidang tanah pekarangan, yang diperlukan untuk diri sendiri dan isi rumahnya
yang kepada pemakainya hanya dapat mengambil hasil dari hak pakai tersebut.

. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA

. Hak Milik

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA Hak milik adalah hak turun menurun,
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat
bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial. Turun menurun artinya bahwa tanah
tersebut dapat diwariskan apabila ada ahli warisnya jikalau pemilik tanah
tersebut meninggal dunia, sepanjang telah memenuhi persyaratakan yang
ditentukan oleh peraturan perundang-.

. Hak Guna Usaha

Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA,
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna
perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Subjek yang bisa mendapatkan
Hak Guna Usaha sesuai padal 30 ayat (1) UPPA jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang

didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
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Berdasarkan Pasal 9 bahwa untuk melalukan perpanjangan waktu atau
pembaharuan terhadap Hak Guna Usaha maka harus memenuhi persyaratan
yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah.*
c. Hak Guna Bangunan

Berdasarkan Pasal 35 UUPA Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mempunyai
maupun mendirikan bangunan diatas tanah dalam jangka waktu tertentu yang
mana bangunan diatas tanah tersebut bukan miliknya sendiri, dengan jangka
waktu paling lama 30 tahun. Jadi, dalam hal ini Pengguna bangunan tersebut
bukanlah pemilik atas tanah bangunan tersebut. sehingga pengguna bangunan
dan pemilik hak atas tanah adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Sehingga disini
berarti Pemegang Hak Guna Bangunan adalah berberda dengan pemegang Hak
Milik atas tanah, atau dapat diartikan pemegang Hak Guna bangunan bukanlah
pemilik dari hak atas tanah tersebut.*®

Dalam Pasal 35 (1) UPPA menyebutkan jangka waktu pemberian Hak Guna
Bangunan, bahwa hak guna bangunan diberikan jangka waktu 20 tahun dan
paling lama 30 tahun dan dapat di perpanjang dengan waktu paling lama 20
tahun.'® Maka dari itu, atas dasar permintaan pemegang hak dan mengingat
keperluan keadaan bangunan-bangunannya, maka jangka waktu tersebut dapat
di perpanjang paling lama 20 tahun.’

d. Hak Pakai

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan
dan memungut hasil dari suatu tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau
tanah milik orang lain, dalam hal ini berdasarkan keputusan oleh pejabat untuk
memberikannnya, sedangkan apabila milik orang lain maka berdasarkan
perjanjian, yang itu bukan perjanjian pengelolaan tanah maupun sewa-menyewa.
Kata “menggunakan” menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan
untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan yang dimaksud

“memungut hasil” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai

1% 1bid, him. 132-135

15 1bid, him. 190

16 Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UPPA,
Penerbit Amico, Bandung, 1989, him. 18

17 G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan di Indonesia, Penerbit PT. Bina Aksara,
Jakarta, 1986, him. 10
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digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya
perternakan, perikanan, pertanian, perkebunan.®
e. Konversi Hak Atas Tanah

Dalam Hukum Agraria mengatur mengenai Konversi Hak Atas tanah adalah
secara umum dapat dikatakan sebagai perubahan atau dapat dikatakan sebagai
penyesuaian dari peraturan-peraturan yang lama kepada peraturanperaturan
yang baru, yang mana dengan hak-hak yang baru pula. Konversi ini merupakan
salah satu cara untuk memenuhi asas Unifikasi Hukum melaaui Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria (PMPA)
Nomor 2 tahun 1962 mengatur mengenai penegasan Konversi dan Pendaftaran
bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara Normatif.’® Bahwa ketentuan
berlakunya UUPA yang menjadi dasar, sehinggal pada tanggal 24 September
1960 adalah masa berakhirnya sistem dualisme yang dianut pada zaman kolonial
antara hukum ex BW dan hukum adat berkenaan dengan pertanahan di
Indonesia. Sehingga setelah berlakunya ketentuan-ketentuan UUPA dan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maka tidak mungkin diterbitkan lagi
hak-hak tanah yang tunduk kepada hukum adat.?°

Dimana di dalam penyesuaian ini memungkinkan hak atas tanah yang baru itu
lebih kuat kedudukannya di dalam hukum, khususnya hukum pertanahan atau
mungkin hak terdahulu tersebut memiliki kedudukan yang lebih rendah. Hal ini
tentunya dikaitkan dengan kedudukan kewarganegaraan seseorang yang

memegang hak atas tanah itu.

Tabel 1.1
Perbandingan Hak Atas Tanah

1BAuri, Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan
Lahan Secara Optimal, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Volume 2, 2014, him. 2

19 Ulfia Hasanah, Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Barat Berdasarkan UU No.
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Dihubungkan dengan PP No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jurnal llmu Hukum, 2 Volume 3. No. 1, him. 4

20 AP Parlindungan, Konversi Hak-hak Atas Tanah, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
1990, him. 22

2L Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 2001, him. 60
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Sebelum dan Sesudah berlakunya UUPA

NO Menurut Hukum Barat Menurut UUPA
1. | Hak Eigendom Hak Milik

2. | Hak Erfpachter Hak Guna Usaha

3. | Hak Opstal Hak Guna Bangunan

4 | Hak Gebruik Hak Pakai

B. Pengertian Hak Tanggungan

Pada mulanya pembebanan hak atas tanah di Indonesia bersifat dualistis,
antara lain diatur dalam Buku Il KUH Perdata, Credietverband dalam Staatsblad
1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 dan Pasal 57
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria(UUPA).
Ketiga ketentuan itu telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan
Tanah (UUHT), karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan di
Indonesia.??

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan amanat
dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960. UUHT Nomor 4 Tahun 1996 merupakan
pengganti dari Hypotheek sebagaimana yang diatur dalam Buku Il Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, Hukum Perdata
Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband. Ketentuan-ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hypotheek dan Credietverband
berasal dari zaman kolonial Belanda.

Hak tanggungan berupa Hak Jaminan atas tanah untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cedera janji, kreditor
pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang

dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

22Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana
Prenadmedia Grup, Jakarta, 2014, him. 181
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bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.
Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi
piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan yang selanjutnya disebut
UUHT, dimaksudkan untuk memenuhi keberadaan lembaga jaminan dalam
menopang pembangunan ekonomi. Hal ini dimaksudkan menggantikan lembaga
jaminan yang sudah ada dalam KUH Perdata, yaitu hypotheek dan credietverband.
Akibat kaitannya dengan objek Hak Tanggungan ini, tentunya dalam
pengaturannya pada UUHT Nomor 4 Tahun 1996, haruslah pula mempunyai
kesinkronan dengan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan pengaturan
jaminan kebendaan atas tanah ini. Karena dilihat dan aspek sisi ilmu hukum
dogmatik, dimana salah satu dari karakteristiknya adalah bahwa ilmu hukum itu
menilai hukum yang berlaku, karena sifatnya yang normatif di mana objeknya yang
terdiri atas norma dan dimensi penormaannya.?® Oleh karena itu, hukum positif itu
dinilai, seperti melihat sinkronisasi antarberbagai aturan hukum.

Selain itu, mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut
dalam proses pembangunan, UUHT Nomor 4 Tahun 1996 setidaknya memberikan
perlindungan kepada pemberi dan penerima kredit serta pihak lain melalui lembaga
hak jaminan Hak Tanggungan yang kuat dan yang dapat pula memberikan
kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.*

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUHT disebutkan pengertian hak tanggungan.
Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan
pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk perlunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-kreditor lainnya.?®

Butir 4 Penjelasan Umum UUHT, antara lain menyatakan bahwa hak
tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

ZAdrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Op-cit, him. v

24 1bid, hlm. vi

BTitik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Penerbit PT.
RajaGrafindo Persada Rajawali Press, Jakarta, him. 181
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kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, kreditor pemegang hak
tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan
jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan
diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi prefensi utang piutang
negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.?

Dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam
pengertian hak tanggungan meliputi antara lain:

1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah;

2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu;

3. Untuk pelunasan utang tertentu;

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain.

Hak Tanggungan merupakan perjanjian yang accesoir, artinya di samping
adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjam uang. Karena
merupakan perjanjian yang accesoir, maka adanya tergantung pada perjanjian
pokok, dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokok, dengan ciri-ciri dan sifat
antara lain:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada
pemegangnya (droit de preference);
Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UU
No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa apabila debitor cedera janji, kreditor
pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek yang dijadikan jaminan
melalui pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku dan mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului
daripada kreditor-kreditor lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau
kreditor pemegang hak tanggungan dengan peringkat yang lebih rendah.

2. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada
(droit de suit);

%Try Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engineerin, Penerbit Ghalia Indonesia,
Bogor, 2009, him. 158
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Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 7 UUHT. Biarpun objek tanggungan
sudah dipindah haknya kepada pihak lain, kreditor pemegang hak tanggungan
tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelelangan umum jika debitor
cedera janji.
. Memenubhi asas spesialitas dan publisitas;
Asas Spesialitas adalah asas yang mengharuskan bahwa Hak Tanggungan itu
harus didaftarkan, supaya dapat diketahui umum. Sedangkan Asas Publisitas
adalah asas yang menghendaki bahwa hak tanggungan hanya dapat diadakan
atas benda-benda yang ditunjukkan secara khusus. Misalnya: benda yang dipakai
sebagai tanggungan itu berwujud apa, dimana letaknya, berapa luas/besarnya
perbatasan dan lain-lain. Dengan asas spesialitas dan publisitas ini dapat
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang
berkepentingan.

. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

Dalam UUHT memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada kreditor

dalam pelaksanaan eksekusi.?’

Perjanjian Hak Tanggungan merupakan suatu perjanjian accessoir tersebut

didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UUHT, yang

mana:

- Pasal 10 Ayat (1) UUHT menentukan bahwa perjanjian untuk memberikan
Hak Tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang
tersebut.

- Pasal 18 Ayat (1) huruf a menentukan bahwa Hak Tanggungan hapus karena
hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.?®

Hak Tanggungan di dalam UUHT tidaklah dibangun dari suatu yang belum

ada. Hak Tanggungan dibangun dengan mengambil alih atau mengacu asas-asas

dan ketentuan-ketentuan pokok dari Hipotek yang diatur oleh KUH Perdata. Bila

kedua lembaga jaminan ini diperbandingkan, banyak asas-asas dan ketentuan-

ketentuan pokok dari Hipotek yang diambil alih atau ditiru dari Hipotek. Namun,

2'Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam.. Op-Cit, him. 181-183
Z\Waskito dan Hadi Arnowo, Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan).

Penerbit PT. Media Adji Internasional, Jakarta, 2015, him. 161
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ada pula asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok Hak Tanggungan yang berbeda.

Bahkan, ada asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok dari Hak Tanggungan yang

baru, yang tidak terdapat di dalam Hipotek.

Dengan demikian UUHT merupakan dasar hukum yang mengatur lembaga

hak jaminan atas tanah, yaitu Hak Tanggungan sebagai pelaksanaan dari Pasal 51

UUPA. Sebagai tindak lanjutnya UUHT, berturut-turut lahirnya ketentuan yang

mengatur Hak Tanggungan tersebut, diantaranya: 2°

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta
Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak
Tanggungan;

2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit
Tertentu;

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1996 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan;

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas
Tanah untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak
Milik;

5. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-
1039 tertanggal 18 April 1996 perihal Penyampaian Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 (UUHT) dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1996;

6. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-
1826 tertanggal 26 Mei 1996 perihal Pembuatan Buku Tanah dan Sertifikat Hak
Tanggungan;

7. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-

1544 tertanggal 30 Mei 1996 perihal Penyampaian Peraturan Menteri

2Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataa,. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
him. 317-318
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10.

11.

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pendaftaran Hak Tanggungan;

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-
3433 tertanggal 17 September 1998 kepada Menteri Pertanian perihal Agunan
Sertifikat di atas Tanah Hak Pengelolaan;

Surat Sekretaris Menteri Negara Agraria Nomor 130-016/Sesmen/1996
tertnggal 29 Mei 1996 kepada Direksi Bank Exim perihal Mengenai UUHT dan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
dan Nomor 4 Tahun 1996;

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/55/KEP/DIR tertanggal 8
Agustus 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil untuk Mendukung
Program Kemitraan Terpadu dan Pengembangan Koperasi;

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tertanggal 4
April 1997 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.

Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah

untuk pelunasan utang tertentu mempunyai beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

1.

Droit de preference, yaitu membebankan kedudukan yang diutamakan atau

mendahului kepada pemegangnya (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Ayat (1)

UUHT). Hal ini berarti bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai

hak untuk didahulukan di dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya

daripada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda yang dibebani Hak

Tanggungan tersebut;

Tidak dapat dibagi-bagi atau ondeelbaarheid (Pasal 2 Ayat (1) UUHT);

Dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu:

(1) Hak atas tanah yang telah ada (Pasal 2 Ayat (2) UUHT);

(2) Hak atas tanah yang lain berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah
tersebut (Pasal 4 Ayat (4) UUHT);

(3) Hak atas tanah berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang telah
ada atau akan ada/untuk dikemudian hari (Pasal 4 Ayat (4) UUHT);

Sifat Perjanjian adalah tambahan (accessories)

Dapat dijadikan jaminan utang yang baru akan (Pasal 3 Ayat (1) UUHT) dan

lebih dari satu utang (Pasal 3 Ayat (2) UUHT);
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6. Droit de suit, yaitu selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun

10.

11.
12.

benda itu berada (Pasal 7 UUHT). Selalu mengikuti objeknya dalam tangan
siapapun objek tersebut berada. Artinya benda-benda yang dijadikan objek Hak
Tanggungan itu tetap terbeban Hak Tanggungan walau ditangan siapapun benda
itu berada. Jadi meskipun hak atas tanah yang dijadikan objek Hak Tanggungan
tersebut telah beralih atau berpindah-pindah kepada orang lain, namun Hak
Tanggungan yang ada tetap melekat pada objek tersebut dan tetap mempunyai
kekuatan mengikat;

Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan;

Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu (Pasal 8, Pasal 11 Ayat (1) UUHT);
Memenuhi asas spesialis dan asas publisitas.®® Asas spesialitas maksudnya
benda yang dibebani Hak Tanggungan itu harus ditunjuk secara khusus. Dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan harus disebutkan secara tegas dan jelas
mengenai benda yang dibebani itu berupa apa, dimana letaknya, berupa luasnya,
apa batas-batasnya, dan apa bukti pemiliknya. Asas Publisitas artinya hal
pembebanan Hak Tanggungan tersebut harus dapat diketahui oleh umum, untuk
itu terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan harus didaftarkan (Pasal 13
UUHT);

Pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti, artinya dapat dieksekusi seperti
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Dapat dibebankan dengan disertai janji tertentu (Pasal 11 Ayat (2) UUHT);
Obijek tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki pemegang hak tanggungan jika
pemberi hak tanggungan cedera janji.3

Pada dasarnya, tidak setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang.

Untuk dapat dijadikan jaminan utang hak atas tanah harus memenuhi berbagai

persyaratan, yaitu:

1. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang;

2. Mempunyai sifat dapat dipindahkan, karena apabila debitor cedera janji benda

yang dijadikan jaminan akan dijual;

30Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Op-Cit, him. 55
SITitik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam... Op-Cit, him. 183-184
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3. Termasuk hak yang didaftar menurut perundang-undangan tentang pendaftaran
tanah yang berlaku, karena harus memenuhi syarat publisitas;

4. Memerlukan penunjukkan khusus dengan undang-undang.

Sehubungan dengan persyaratan di atas, objek Hak Tanggungan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUHT, vaitu:

1. Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha (Pasal 25, 33 dan 39
UUPA);

2. Hak Pakai atas tanah negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib
didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan;

3. Bangunan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri di
atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan oleh
negara (Pasal 27 jo. Undang-Undang 16/1985);

4. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, asalkan hal itu dinyatakan secara
jelas dalam akta pmberiannya.®2

Khususnya hak pakai, dalam kenyataanya tidak semua Tanah Hak Pakai

Atas Tanah Negara dapat dijadikan Objek Hak Tanggungan. Ada Tanah Hak Pakai

Atas Tanah Negara yang walaupun telah terdaftar, tetapi karena sifatnya tidak dapat

dipindahtangankan, seperti Hak Pakai atas nama Pemerintah, Hak Pakai atas nama

Badan Keagamaan dan Sosial dan Hak Pakai atas nama Perwakilan Negara Asing,

yang berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya dan diberikan selama tanahnya

dipergunakan untuk keperluan tertentu (khusus), adalah bukan merupakan objek

Hak Tanggungan. Adapun Hak Pakai Atas Tanah Negara yang dapat

dipindahtangankan meliputi Hak Pakai yang diberikan kepada orang perseorangan

atau badan hukum untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam keputusan
pemberiannya, dapat dijadikan objek Hak Tanggungan.

Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah tersebut tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan

Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan

penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan

32 Ibid, him. 184-185.
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oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta autentik. Di

samping Hak Pakai Atas Tanah Negara, juga ada kemungkinan Hak Pakai terjadi

di atas tanah Hak Milik yang sementara ini belum diatur, tetapi oleh UUHT dibuka

kemungkinan untuk dapat dijadikan objek Hak Tanggungan apabila telah

memenuhi syarat. Mengenai hal ini akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah

(Pasal 4 Ayat (3) UUHT).®

Demikian juga tanah yang sudah terdaftar, namun karena menurut sifat dan
tujuannya tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dibebani dengan Hak
Tanggungan, yaitu:

1. Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan;

2. Tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci
lainnya, walaupun didaftar tetapi karena tidak dapat dipindahtangankan, maka
tidak dapat pula dibebani dengan Hak Tanggungan;

3. Hak Pakai Atas Tanah Milik yang sudah diwakafkan, juga tidak dapat dibebani
dengan Hak Tanggungan, karena tidak dapat dipindahtangankan.

Di dalam KUH Perdata, Hak Pakai tidak dapat dijadikan objek hipotek,
karena Hak Pakai tidak merupakan hak kebendaan. Hak Pakai bersifat sementara,
perorangan dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pemilik. UUHT
menentukan bahwa Hak Pakai dapat dijadikan objek Hak Tanggungan untuk
membantu golongan ekonomi lemah.3* Adapun yang menjadi subjek hukum dalam
pendaftaran Hak Tanggungan antara lain:

1. Pemberi Hak Tanggungan

Pemberi Hak Tanggungan dapat perorangan atau badan hukum, yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak
tanggungan. Menurut Pasal 8 Ayat (2) dan penjelasannya, ditentukan bahwa
kewenangan pemberi hak tanggungan itu harus ada dan terbukti benar pada saat
pendaftaran hak tanggungan dilakukan, yaitu pada tanggal dibuatnya buku tanah
hak tanggungan yang bersangkutan;

2. Penerima Hak Tanggungan

33 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Op-Cit, him. 52-53
34 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Op-Cit, him. 365-367
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Pemegang Hak Tanggungan terdiri dari perorangan atau badan hukum yang
berkedudukan sebagai pihak berpiutang, menurut Pasal 9 dan penjelasan Pasal 10
Ayat (1) perseorangan atau badan hukum selaku penerima atau pemegang hak
tanggungan bisa orang asing, atau badan hukum asing, baik yang berkedudukan di
Indonesia ataupun di luar negeri, sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan
untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara Indonesia.

Dalam praktek biasanya pemberi hak tanggungan disebut dengan debitor,
yaitu orang yang meminjamkan uang di lembaga perbankan. Sedangkan penerima
hak tanggungan disebut dengan kreditor, yaitu orang atau badan hukum yang
berkedudukan sebagai pihak berpiutang.®® Yang dapat menjadi subjek hak
tanggungan selain Warga Negara Indonesia, dengan ditetapkannya Hak Pakai atas
Tanah Negara sebagai salah satu objek Hak Tanggungan, bagi Warga Negara Asing
juga dimungkinkan untuk dapat menjadi subjek hak tanggungan, apabila memenuhi
syarat.

Dalam kaitannya dengan kedudukan selaku kreditor, UUHT menegaskan
bahwa seorang Warga Negara Asing maupun badan hukum asing juga dapat
menjadi pemegang hak tanggungan, karena hak tanggungan tidak ada kaitannya
dengan pemilikan objeknya secara serta merta.’® Kemudian perihal hapusnya hak
tanggungan, menurut Pasal 18 UUPA, sebagai hak jaminan, maka hak tanggungan
atas tanah dapat hapus karena beberapa hal, antara lain:

1. Hapusnya piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, sebagai konsekuensi
sifat accessoir Hak Tanggungan. Dalam perjanjian yang accessoir, maka adanya
tergantung pada perjanjian pokok, dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian
pokok;

2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh kreditor pemegang hak tanggungan.
Pelepasan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan dinyatakan dengan
akta, yang diberikan kepada pemberi hak tanggungan;

3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua
Pengadilan Negeri. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

atas permohonan pemberi objek hak tanggungan, jika hasil penjualan objek hak

5Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam... Op-Cit, him. 185-186
% Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Op-Cit, him. 54
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tanggungan tidak cukup untuk melunasi semua utang debitor. Jika tidak
diadakan pembersihan, hak tanggungan yang bersangkutan akan tetap
membebani objek yang dibeli;

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani tidak menyebabkan hapusnya piutang
yang dijamin. Piutang kreditor masih tetap ada dan debitor tetap berkewajiban
untuk membayar utangnya, tetapi bukan lagi piutang yang dijamin secara khusus
berdasarkan kedudukan istimewa kreditor.

Selanjutnya, eksekusi hak tanggungan diatur dalam UUHT di dalam Pasal
20 sampai dengan Pasal 21. Apabila debitor cedera janji, maka:

1. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan
sebagaimana yang dimaksud Pasal 6;

2. Title eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan (Pasal 14 Ayat
(2)).

Ada dua macam cara eksekusi objek Hak Tanggungan, yaitu:
(1) Melalui pelelangan umum, dan
(2) Eksekusi di bawah tangan.

Pada dasarnya, setiap eksekusi harus dilakukan dengan melalui pelelangan
umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi
untuk objek hak tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutangnya
yang dijamin dari hasil penjualan objek hak tanggungan. Dalam hal hasil penjualan
itu lebih besar daripada piutang tersebut, yang setinggi-tingginya sebesar nilai
tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi tanggungan.

Eksekusi dibawah tangan adalah penjualan barang objek hak tanggungan
yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan
pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang
tertinggi.

Terakhir, Hak Tanggungan hapus, menurut Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1996,
menyatakan bahwa apabila hak tanggungan hapus, maka kantor pertanahan
melakukan roya (pencoretan) catatan hak tanggungan pada buku tanah hak atas
tanah dan sertifikatnya.

Permohonan pencoretan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan

melampirkan persyaratan-persyaratan, antara lain:
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1.

Sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa HT

hapus karena piutangnya telah lunas;

. Pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena

piutang yang dijamin dengan hak tanggungan telah lunas atau kreditor
melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. Apabila oleh suatu sebab,
kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan, maka pihak yang
berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan kepada
Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.*’

C. Hubungan Hak Tanggungan Dengan Hipotek

1.

Pengertian Hipotek
Pengertian tentang hipotek terdapat dalam KUH Perdata dan menurut para

ahli, yaitu sebagai berikut:

a.

Dalam Pasal 1162 KUH Perdata hipotek ialah suatu hak kebendaan atas suatu
benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari pelunasan bagi
suatu perikatan.

Menurut Vollmar, hipotek ialah hak kebendaan atas suatu benda-benda tak
bergerak tidak tergolong untuk memberikan kepada orang yang berhak yaitu
pemegang hipotek sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia tergolong
memberikan jaminan belaka bagi pelunasan dari sebuah hutang dengan dilebih
dahulukan.®®

Hipotek ialah suatu hak kebendaan atas benda tetap atau benda tidak bergerak,
untuk pelunasan dari utang tertentu, yang dapat memberikan kedudukan yang
diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya.®

Sifat-sifat Hipotek

Hipotek merupakan hak kebendaan yanb memberikan jaminan atas suatu

kebendaan tidak bergerak, berikut sifat-sifat yang melekat dalam hipotek dapat

diuraikan sebagai berikut: 4°

a.

Bersifat accessoir pada perjanjian pokok tertentu.

37Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam,.. Op-Cit, him. 189-191
% Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Penerbit PT RajaGrafindo

Persada Rajawali Press, Jakarta, 2017, him. 195-196

%9 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Op-Cit, him. 248
40 Ibid, him. 24.
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Tidak dapat dibagi-bagi

Tetap mengikuti kebendaannya

Bersifat terbuka

Mengandung pertelaan

Mengenal pertingkatan

Mengandung hak didahulukan

Mengandung hak untuk pelunasan piutang tertentu.
Macam-macam Hipotek

Didalam ilmu hukum penggolongan hipotek sebenarnya bermacam-macam,

tetapi dalam hukum belanda memiliki penggolongan yang spesifik. Berikut

penggolongan hipotek, yaitu: 4

a.

Crediet Hypotheek

Crediet hypotheek ialah hipotek yang dapat diikat berdasarkan dari suatu
rekening Koran dibank, rekening koran tersebut dapat naik turun, karena diambil
atau disetor oleh pemilik rekening. Karena itu, utang yang dijaminkan oleh
crediet hypotheek ini tidak tetap (selalu berubah-ubah), tetapi tetap sama dengan
atau dibawah plafond kredit yang telah ditetapkan bersama.

Beheers Hypotheek

Beheers hypotheek ialah hipotek yang dapat diberikan dalam saat utang yang
dijaminkan belum ada, dan utang yang akan ada belum dapat dipastikan
besarnya. Biasanya, hipotek seperti ini diberikan oleh seseorang yang mengelola
harta orang lain, misalnya seorang wali atau pengampu yang mengelola harta
orang yang diwalinya atau yang diampunya itu.

Bauw Hypotheek

Bauw hypotheek ialah semacam hipotek yang dapat diberikan untuk
pembangunan dari sebuah gedung, dengan kredit yang dijaminkannya diambil
bertahap sesuai dengan tahap berjalannya pembangunan gedung tersebut dan
terdapat penentuan batas maksimum atau plafond sehingga kredit tersebut tidak

boleh diambil melebihi plafond.

. Trust Hypotheek

41 Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013, him.170-171
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Trust hypotheek (hipotek wali amanat) ialah hipotek untuk menjamin utang, dari
utang tersebut dibuatlah dalam bentuk surat utang (obligasi) yang dapat dikelola
oleh wali amanat (trustee). Dalam hal konteks ini, wali amanat bekerja dan
bertindak untuk dan atas nama dari kreditur pemegang obligasi.

e. Bank Hypotheek
Bank hypotheek ialah suatu hipotek untuk menjaminkan utang (dari bank
ataupun bukan), yang masih belum jelas eksistensinya dan belum jelas
jumlahnya, sehingga merupakan hipotek untuk utang yang sekiranya berada di
masa yang akan datang.

4. Hapusnya Hipotek

Menurut J. Satrio mengemukakan bagaimana cara berakhirnya atau

hapusnya hipotek, yaitu sebagai berikut:*?

a. Musnahnya benda atau hak yang dihipotekkan.

b. Berakhirnya hak pemberi hipotek seperti yang disebutkan dalam pasal 1169
KUH Perdata.

Berakhirnya jangka waktu pemberian hipotek.

o o

Terpenuhinya syarat batal dalam akta hipotek.

@

Karena pencabutan hak.

=h

Benda jaminan dicabut haknya demi kepentingan umum.

o

Hubungan Hipotek dengan Hak Tanggungan
Lembaga hipotek adalah suatu lembaga yang dapat dikatakan tradisional
yang diatur secara yuridis dalam KUH Perdata didalam Pasal 1162 sampai dengan
Pasal 1232 KUH Perdata yang dinyatakan sebagai warisan Hukum Belanda yang
memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia serta disebut
sebagai cikal bakal hak jaminan di Indonesia. Hipotek merupakan suatu hak
kebendaan atas benda — benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian
daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.*®
Perjanjian hipotek menurut sifatnya merupakan perjanjian yang bersifat
accessoir yang senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian

pokok atau dengan kata lain bahwa perjanjian hipotek akan ada apabila sebelumnya

42 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Op-Cit, him. 313
43Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Op-Cit, him. 247
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telah ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan
hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan tidak
bergerak.**

Creditverband merupakan suatu jaminan atas tanah yang berdasarkan
Koninklijk Besluit (KB) staatblad1908 nomor 542 yang diubah dengan staatblad 1937
nomor 190. Creditverband dibentuk khusus untuk membantu keperluan orang
Bumiputra yang akan menjamin utang dari lembaga perkreditan dengan menggunakan
tanah hak milik adat sebagai jaminannya, karena terhadap tanah dengan hak barat sudah
disediakan dalam bentuk hipotek. Sebelum berlakunya UUHT maka segala
pembebanan terhadap benda tidak bergerak dibebankan kepada lembaga hipotek dan
creditverband. Setelah 34 tahun sejak UUPA menjanjikan akan dibentuknya UUHT
maka pada tanggal 9 april 1996 lahirlah UUHT atas tanah beserta benda — benda yang
berkaitan dengan tanah.

Dengan kehadiran lembaga UUHT dimaksudkan sebagai pengganti dari
lembaga hipotek yang diatur dalam Buku Il KUH Perdata sepanjang mengenai tanah,
dan creditverbandyang diatur dalam staatsblad 1908-542 yang sebagaimana telah
diubah menjadi staatsblad 1937-190 yang berdasarkan pasal 51 UUPA maka lembaga
hipotek dan creditverband masih dapat diberlakukan samapai terbentuknya UUHT
tersebut. Didalam ketentuan pasal 57 UUPA masih diberlakukannya ketentuan dari
lembaga hipotek maupun creditverband sepanjang menganai hal — hal yang belum ada
ketentuannya dalam atau berdasarkan UUPA. Dengan berlakunya UUHT maka
membawa pengaruh terhadap ketentuan — ketentuan yang berkaitan dengan hukum
pertanahan nasional maupun Buku kedua KUH Perdata yang berkenaan dengan
lembaga — lembaga dan ketentuan — ketentuan hak jaminan sebagai bagian dari
pembaruan hukum jaminan nasional.

Hak tanggungan merupakan suatu lembaga hak jaminan yang dibebankan hak
atas tanah sebagaimana dimkasud dalam UUPA. Objek yang dapat dibebani dengan
hak tanggungan sebagaimana telah dijabarkan pada pasal 4 UUHT seperti hak milik,
hak guna usaha dan hak guna bangunan.*® Eksistensi  lembaga hipotek dan
creditverband yang sebelum berlakunya UUHT merupakan lembaga jaminan utang

atas benda tidak bergerak yang didalamnya juga mencakup hak atas tanah sudah tidak

4 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Op-Cit, hal. 25
45Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
2012, hal. 214
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berlaku lagi. Eksistensi lembaga hipotek setelah berlakunya UUHT masih diakui
keberadan sebagai salah satu lembaga jaminan di Indonesia namun pembebanan
dengan lembaga hipotek dijabarkan dalam pasal 1164 KUH Perdata dan saat ini hanya
mencangkup benda — benda yang tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan seperti
kapal laut, kereta api,pesawat udara maupun helikopter yang sudah didaftarkan dan
memiliki tanda kebangsaan Indonesialah yang dapat dibebankan dengan hipotek.
Disatu sisi Eksistensi lembaga creditverband dengan berlakunya UUHT sudah tidak
diakui lagi sebagai salah satu lembaga jaminan dan lembaga tersebut sudah dihapuskan.
Lembaga jaminan yang diakui di Indonesia saat ini hanya Hak tanggungan, hipotek,
gadai dan fidusia yang jelas terlihat bahwa lembaga creditverband sudah dihapuskan.

D. Kedudukan Hak Tanggungan Dalam Hukum Pertanahan

Hak tanggungan berupa Hak Jaminan atas tanah untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu
terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cedera janji, kreditor
pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang
dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.
Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi
piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan lahirnya Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan diharapkan akan memberikan suatu kepastian hukum tentang
pengikatan jaminan dengan tanah beserta benda — benda yang berkaitan dengan
tanah tersebut sebagai jaminan yang pengaturannya selama ini menggunakan
ketentuan-ketentuan Hipotek dalam KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 504 KUH
Perdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak
bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506 — Pasal 508 KUH
Perdata. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509 — Pasal 518
KUH Perdata. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak
bergerak  (“onroerend”) pertama Kkarenasifatnya, kedua karena tujuan
pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-

undang.
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Adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk
segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam
atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu.
Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam
tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang
ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum
diambil. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang
meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan,
dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak
lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.

Selanjutnya, ialah tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh
undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak
bergerak. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak
tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan,
jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena
penetapan undang-undang ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang
bergerak, lijfrenten, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat
obligasi negara, dan sebagainya.*®

Berdasarkan hal di atas, menjelaskan bahwa kedudukan Hak Tanggungan
berada dalam sistem hukum privat pada Buku Il dan Il KUH Perdata tentang
Benda dan Perikatan, sebagaimana benda yang dijadikan jaminan dalam hak
tanggungan merupakan hak atas tanah dalam hal ini merupakan benda tidak
bergerak. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak tanggungan selalu
bersifat accessoir, mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan
hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya.

Keterikatan hak tanggungan dalam hukum kebendaan dan hukum perikatan
yaitu sebagai jaminan hutang. Sejak berlakunya UUHT, hak tanggungan menjadi
satu-satunya hak jaminan atas tanah yang diakui. Penegasan tersebut terdapat

dalam Alinea Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum UUHT, yang berbunyi:

46 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005, him. 61-62

32



“Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah,
dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang
merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria.”
Dengan diakuinya hak tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas
tanah, maka tanah tak dapat dibebani dengan jenis hak jaminan lainnya.

BAB Il
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan baik ilmu eksakta dan ilmu
sosial, bertujuan memberi manfaat baik terhadap pengembangan ilmu itu sendiri
dan juga akan memberi manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting
sebuah hasil penelitian akan dapat bermanfaat dalam bentuk pembentukan regulasi

keterkaitan dengan kepentingan negara.
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terutama pada
pemangku kepentingan yang berhubungan dengan hukum perkawinan yang
kedepannya dalam menerbitkan regulasi kedepan. Adapun tujuan dan manfaat
penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur pendaftaran hak tanggungan secara
elektronik
b. Untuk .mengetahui hambatan apa dalam pendaftaran hak tanggungan secara
elektronik bagi masyarakat yang belum banyak memahami teknologi

informatika.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat dari aspek teoritis

Manfaat (keutamaan penelitian) ini dari aspek teori dan keilmuan adalah
untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum
pertanahann dan hukum administrasi negara kedepan yang diwujudkan dalam
bentuk model kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
legislatif dan pemerintah sehingga regulasi yang lahir dalam bentuk peraturan

perundang-undangan tentang pertanahan dan hak tanggungan akan lebih baik.

b. Manfaat dari aspek praktik
Aspek ini adalah sangat dibutuhkan karena akan memberikan manfaat dan
berdampak positif langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam
melaksanakan hukum hak tanggungan sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah pusat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
bahan masukan dan informasi dalam mengeluarkan regulasi baik peraturan
perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mampu menyesuaikan

potensi dan sumber daya di daerah.
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2. Bagi pemerintah daerah akan leluasa dalam pengembangan dan
perencanaan dalam bentuk renstra daerah yang akan mempercepat dalam
pemehaman terhadap perkembangan teknologi informatika

3. Bagi masyarakat dengan adanya pemahaman dan perkembangan terhadap
teknologi informatika akan memberi manfaat untuk masyarakat kedepan
pentingnya moderenisasi administrasi bidang hukum pertanahan terutama
bidang adminitrasi yang berhubungan dengan hak tanggungan bagi
masyarakat.

BAB IV
METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.*’ Secara

lebih luas metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang

4" 1bid, him. 89
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sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan
menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada pada penelitian.

Dalam penelitian ilmu hukum, metode penelitian adalah suatu penelitian
untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi, ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu
hukum.*® penelitian hukum adalah bahwa penelitian yang memiliki fungsi untuk
memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterprestasikan, dan
melahirkan konsep hukum baru yang akan berlaku sesuai dengan Ilus

Constituendum.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif.*® Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dalam bentuk bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utamanya.*® Dalam penelitian
hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika
hukum, tingkatan singkronisasi hukum baik vertikal dan horizontal, perbandingan
hukum, dan sejarah hukum dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum yang
terjadi terhadap pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan melalui sistem elektronik
serta bagaimana konsep penguatan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dan
PPAT serta upaya apa yang dilakukan untuk mencegah penyalagunaan data oleh
pihak yang tidak berkepentingan.

Penelitian ini merupakan aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan pendaftaran hak atas tanah.® Menurut Peter Mahmud

“8 Peter Mahmud Marzuki, 2003. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media
Group, Cetakan kedelapan, Jakarta, him. 57

49 Penelitian hukum merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan
mengkaji di dalam masyarakat, apakah hukum bekerja dalam masyarakat dari tingkat efektivitasnya
dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Menurutt Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum
empiris disebut socio legal research dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial dan
membahas pada hubungan perilaku individu, masyarakat atau organisasi negara dalam kaitannya
dengan hukum. Lihat dalam H. Salim HS dan Erlias Septiana Nurbani, 2016. Penerapan Teori
Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers Cetakan ke-
empat. Jakarta, him. 20-21

%0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, 2015. Penelitian hukum Normatif: (Suatu Tinjauan
Singkat). PT. RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, him. 13-14

51 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Op. Cit. him. 60
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Marzuki bahwa penelitian hukum atau legal research merupakan suatu penelitian
untuk menemukan dan membentuk aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang

terjadi dalam hubungan hukum. %2

C. Bahan Hukum Penelitian
Penelitian hukum normatif yang sering disamakan dengan penelitian
kepustakaan yang penelitiannya menggunakan bahan hukum penelitian berupa
bahan-bahan hukum bersifat normatif yang dihubungkan dengan penelitian berupa
fakta dalam pengelolaan pendaftaran hak tanggungan melalui sistem elektronik
yang bersifat normatif deskriptif. Adapun bahan-bahan hukum bersifat normatif
yang dimaksud adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat yaitu terdiri
dari:
1. Bahan Hukum Primer
Adapun bahan primer dalam penelitian adalah bahan-bahan hukum yang bersifat
autoritatif atau otoritas®® yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan
hukum dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan
hakim yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan
melalui sistem elektronik dalam penguatan kewenangan Badan Pertanahan dan
PPAT. yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan
Tanah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

52 Menjelaskan dalam penelitian terhadap ilmu hukum tidak membedakan secara tegas,
apakah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris, sebab hukum itu adalah ilmu yang
tidak berbicara masalah sosial tetapi lebih kearah normatif atau hukum, sehingga dia menyimpulkan
penelitian bidang ilmu hukum disebut penelitian hukum. Ibid. him. 55.

%3 Ibid, him. 181
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5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang didapatkan dari publikasi
hukum yang bukan dari dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder
ini bertujuan  untuk dapat mendukung bahan hukum primer dalam
menjelaskan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu
seperti buku-buku teks, publikasi tentang hukum meliputi jurnal-jurnal
hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan oleh
ahli hukum.> Termasuk melakukan wawancara dan dialog kepada pihak
yang ada hubungan dengan penyelenggara pelaksanaan pendaftaran hak
tanggungan melalui sistem elektronik,>® sepanjang yang ada hubungan dan
relevansi dengan persoalan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan melalui

sistem elektronik dan penguatan kewenangan Badan Pertanahan dan PPAT.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer, dan bahan hukum
sekunder, yang diperoleh dari penelitian baik dari penelitian kepustakaan dan
penelitian empiris dimasyarakat secara langsung. Selanjutkan dikelompokkan
dan diklasifikasikan sesuai dengan jenis bahan hukum dan bentuknya untuk
memudahkan bahan hukum yang ada dijadikan dasar dalam melakukan analisis

dan memecahkannya sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian
Pada penelitian hukum normatif dalam pengelolaan bahan-bahan penelitian

dilakukan dengan cara mensingkronisasi antara bahan hukum primer dan bahan

% 1bid, him. 181
% 1bid, him. 206
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hukum sekunder yang didapatkan serta mensistimatisasikan bahan-bahan

hukum tersebut, dengan cara:

a. Bahan hukum primer sebagai landasar analisis teoritis dan normatif dengan
melihat bagaimana dalam kenyataannya pada pelaksanaan pendaftaran hak
tanggungan melalui sistem elektronik.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang kongkrit yang didapatkan
melalui buku-buku hukum, jurnal hukum termasuk tesis, disertasi hukum,
kamus-kamus. Bahan hukum sekunder termasuk termasuk hasil wawancara
langsung atau quisioner®® terhadap pejabat pemerintah Badan Pertanahan
Provinsi dan Kabupaten/kota, termasuk tokoh agama, masyarakat, adat dan
pihak lain yang ada hubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran
hak tanggungan melalui sistem elektronik.

c. Dari kedua bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukun
sekunder dikonstruksi dalam analisis secara sistematis untuk mencari legal
issu dalam pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan melalui

sistem elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder yang sudah dilakukan pengelolaan, baru dilakukan analisis dengan
metode diskriptif deduktif untuk menentukan isi atau makna dari bahan-bahan

penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada.

. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Untuk penarikan kesimpulan menggunakan analisasi  diskriptif deduktif
sehinga akan terjawab apa yang menjadi masalah yang sangat mendasar terhadap
permasalahan pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan melalui
sistem elektronik dengan membandingkan terhadap fakta-fakta yang relevan
yang terjadi pada masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan

pendaftaran hak tanggungan melalui sistem elektronik, dan melakukan

% 1bid. him 196
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pengamatan dan mengkaji beberapa faktor penghambat dan pendukung sehingga
dapat terlaksana dengan baik terhadap pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan
melalui sistem elektronik, dari fakta-fakta yang terjadi baru ditarik kesimpulan

terhadap permasalahan.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

E. Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik

Saat ini, pelayanan hak tanggungan telah dilaksanakan secara elektronik
melalui Sistem HT-el sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
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Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik. Maka dari itu, penulis akan menjabarkan Prosedur Pendaftaran Hak
Tanggungan Secara Elektronik sebagai berikut:

1. Prosedur dan Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Tanggungan Secara
Elektronik

Tata cara pemberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 15
UUHT. Dalam Pasal 10 UUHT diatur tentang tata cara pemberian hak tanggungan
oleh pemberi hak tanggungan secara langsung, sedangkan Pasal 15 mengatur
tentang pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan oleh pemberi hak
tanggungan kepada penerima kuasa.

Menurut Pasal 10 UUHT prosedur pemberian hak tanggungan secara
langsung antara lain:

1. Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan
utang tertentu;

2. Dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai
perundang-undangan yang berlaku;

3. Objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak
lama yang telah memenuhi syarat didaftarkan, akan tetapi belum dilakukan
pemberian hak tanggungan.

Dalam setiap akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan:

1. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan;

2. Domisili para pihak;

3. Nilai tanggungan;

4. Uraian jelas mengenai objek hak tanggungan (Pasal 11 Ayat (1) UUHT).

Di samping itu, di dalam, akta pemberian hak tanggungan dicantumkan
janji-janji sesuai dengan jenis dan sifat dari jaminannya. Adapun janji yang tidak
diperkenankan dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan adalah janji
yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memilih
objek hak tanggungan apabila debitor cedera janji. Janji semacam ini batal demi

hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.®’

57 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam,.. Op-Cit, him. 186-187.

41



Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pendaftaran hak tanggungan
berbasis elektronik, akan dijelaskan lebih dulu tentang tata cara pendaftaran hak
tanggungan secara konvensional. Pendaftaran hak tanggungan diatur dalam Pasal
13 sampai Pasal 14 UUHT. Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh
PPAT wajib didaftarkan. Secara sistematis, tata cara pendaftaran sebagai berikut:
1. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam waktu 7 hari setelah ditandatangani
pemberian hak tanggungan wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) dan warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan beserta
membawa berkas berupa:

a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap dua dan memuat daftar jenis
surat-surat yang disampaikan;

b. Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerima hak
tanggungan;

c. Fotokopi surat identitas pemberi dan pemegang hak tanggungan;

d. Sertifikasi asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah rumah susun
yang menjadi objek hak tanggungan;

e. Lembar kedua akta pemberian hak tanggungan;

f. Salinan akta pemberian hak tanggungan yang sudah di paraf oleh PPAT yang
bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan
untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan; dan

g. Bukti pelunasan biaya pendaftaran hak tanggungan.

3. Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya
dalam buku tanah hak atas yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin
catatan tersebut pada Sertifikat Hak atas Tanah yang bersangkutan.

4. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah
penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran. Jika
hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi
tanggal hari kerja berikutnya.

5. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan dibuatkan.

6. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat

irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga
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sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan dan kemudian diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.

Mekanisme/Prosedur pendaftaran hak tanggungan berbasis elektronik,

pada dasarnya untuk menggunakan Sistem HT-el, pengguna harus terdaftar terlebih

dahulu dengan ketentuan sebagai berikut: *8

1. Pengguna layanan Sistem HT-el terdiri dari perseorangan/badan hukum selaku
kreditur dan Aparatur Sipil Negara Kementrian yang bertugas melayani hak
tanggungan;

2. Terhadap perseorangan/badan hukum sebagaimana dimaksud sebelumnya
harus menjadi pengguna terdaftar pada Sistem HT-el, dengan memenuhi
persyaratan:

a. Mempunyai domisili elektronik;

b. Surat Keterangan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

c. Persyaratan pemenuhan pesyaratan dan kriteria serta persetujuan ketentuan
sebagai Pengguna Terdaftar; dan

d. Syarat lainnya yang ditentukan oleh Kementerian.

3. Kementerian melakukan verifikasi atas pendaftaran dan berhak menolak
pendaftaran dimaksud,;

4. Pengguna tedaftar mengajukan permohonan layanan hak tanggungan secara
elektronik melalui Sistem HT-el;

5. Selain berkas persyaratan permohonan pendaftaran dalam bentuk dokumen
elektronik, pemohon juga membuat surat pernyataan mengenai
pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang
diajukan. Khusus persyaratan berupa Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun harus atas nama debitur.

6. Permohonan layanan yang diterima oleh Sistem HT-el akan mendapatkan
tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem, dengan
paling sedikit memuat nomor berkas pendaftaran permohonan, tanggal
pendaftaran permohonan, nama pemohon, dan kode pembayaran biaya

layanan;

8putri Ayi Winarsasi, Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran
Jaminan Secara Elektronik), Penerbit CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, him. 162
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7.

10.

11.

Layanan hak tanggungan ini dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian. Setelah mendapatkan bukti pendaftaran
permohonan, pemohon melakukan pembayaran biaya melalui bank persepsi
paling lambat tiga hari setelah tanggal pendaftaran permohonan;

Setelah data permohonan dan biaya pendaftaran permohonan terkonfirmasi
oleh sistem elektronik, Sistem HT-el akan memproses pencatatan hak
tanggungan pada buku tanah. Pencatatan pada buku tanah dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan. Sementara kreditur dapat melakukan pencatatan
hak tanggungan pada Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah
Susun dengan mencetak catatan yang diterbitkan oleh Sistem HT-el dan
melekatkannya pada Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah
Susun;

Setelah seluruh tahapan selesai, hasil layanan hak tanggungan yang
dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Tanggungan dan Catatan Hak Tanggungan
pada buku tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun. Dokumen ini diterbitkan pada hari ketujuh setelah pengajuan
permohonan terkonfirmasi. Dalam rangka menjaga keutuhan dan keauntetikan
dokumen elektronik, Sertipikat Hak tanggungan yang diterbitkan oleh Sistem
HT-el diberikan tanda tangan elektronik;

Sebelum hasil layanan hak tanggungan diterbitkan, Kepala Kantor Pertanahan
atau Pejabat yang ditunjuk harus memeriksa konsep Sertipikat HT-el dan
dokumen kelengkapan permohonan. Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat
yang ditunjuk bertanggungjawab secara administrative atas hasil layanan hak
tanggungan. Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk
tidak melakukan pemeriksaan, Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang
ditunjuk dianggap memberikan persetujuan;

Sementara kebenaran materiil dokumen yang menjadi dasar hasil layanan

Sistem HT-el bukan merupakan tanggung jawab Kantor Pertanahan.

2. Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik

Pendaftaran hak tanggungan sudah dilaksanakan secara elektronik melalui

Sistem HT-el sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan
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Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Adapun proses pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, mekanisme
pelayanannya disebutkan di dalam Pasal 9 sampai Pasal 16 Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik, sebagai berikut:

Pertama, Kreditor mengajukan permohonan pelayanan HT-el melalui sistem
HT-el yang disediakan oleh Kementerian. Pendaftaran hak tanggungan atau
peralihan hak tanggungan persyaratan disampaikan oleh PPAT. Adapun perubahan
nama kreditor, penghapusan hak tanggungan atau perbaikan data, persyaratan
disampaikan oleh kreditor. Persyaratan-persyaratan tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.®®

Kedua, PPAT menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan
disertai dengan Surat Pernyataan yang format suratnya tercantum di dalam
Lampiran | mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebeneran data dokumen
elektronik yang diajukan melalui sistem HT-el. Kemudian, permohonan pelayanan
HT-el yang telah diterima oleh sistem HT-el dengan diberi tanda bukti pendaftaran
permohonan serta telah terbit juga Surat Perintah Setor (SPS) atau biaya pedaftaran
pelayanan HT-el sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berlaku pada Kementerian yang dikirimkan kepada Kreditor melalui email
terdaftar. Permohonan diproses setelah data permohonan dan biaya terkonfirmasi
oleh sistem HT-el. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal
12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik.

Ketiga, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk harus
memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el melalui
sistem HT-el. Apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, akan

diberitahukan kepada kreditor dan/atau PPAT untuk segera melengkapi berkas.

%9 Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
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Jangka waktu melengkapi berkas yaitu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan
diterima oleh sistem HT-el. Jika jangka waktu berakhir dan kreditor dan/atau PPAT
tidak melengkapi berkas, maka permohonan dinyatakan batal. Apabila Kepala
Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini tidak melakukan
pemeriksaan pada hari ke-7 (tujuh) dan hasil pelayanan HT-el telah terbit, maka
dianggap telah memberikan persetujuan. Hasil pelayanan HT-el disampaikan
kepada kreditor melalui sistem HT-el dan/atau melalui Domisili Elektronik. Hal
tersebut tercantum di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Keempat, penerbitan Sertipikat HT-el dilakukan pada hari ke-7 (tujuh)
setelah permohonan pelayanan HT-el terkonfirmasi sistem HT-el. Hasil pelayanan
HT-el disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan® oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberi
kewenangan demi menjaga keutuhan dan keautentikan Dokumen Elektronik.
Bentuk Sertipikat HT-el dan catatan pembebanan HT-el dibuat sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Menteri. %!

Untuk lebih jelasnya, berikut langkah-langkah pendaftaran HT-el oleh user
yang terdaftar sebagai PPAT. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Masuk ke web mitra.atr.bpn.go.id, lalu akan muncul tampilan seperti gambar
di bawah, masukkan username dan password, lalu klik “im not a robot” dan
Klik masuk.

Gambar 3.1
Web Hak Tanggungan Elektronik

8 Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

61 |ihat Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
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Sumber : Badan Pertanahan Nasional

2. Tampilannya akan seperti ini, pilih Aplikasi-Aplikasi Mitra PPAT.

Gambar 3.2
Tampilan Web Hak Tanggungan Elektronik

& > C @ mitraatbpngoid G 2% OO0 :

eMitra Kerja GALERI FaQ HUBUNGI KAMI APLIKASI v [ il

& Aplikasi Mitra PPAT

5 Layanan Mandiri (PPAT Online)

& Aplikasi Mitra PPAT - Training

B Layanan Mandiri (PPAT Online) - Training

& Pan kasi Mitra PPAT

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

3. Setelah itu akan muncul beberapa menu, pilin Akta > Akta Pemberian Hak
Tanggungan.

Gambar 3.3
Tampilan menu Web Hak Tanggungan Elektronik
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Sumber : Badan Pertanahan Nasional

4. Untuk membuat akta baru, klik Buat APHT Baru, lalu akan muncul tampilan
seperti di bawah ini, pilih kantor pertanahan dan klik lanjutkan

Gambar 3.4
Tampilan untuk membuat APHT baru

€ > C @ mitraatrbpngoid/d
® WhatsappWeb M Gmait N N

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

5. Setelah itu, kita berhasil membuat akta. Lalu akan muncul kode akta, tanggal
akta di buat, serta jam akta di buat. Klik Lengkapi Akta.

Gambar 3.5
Tampilan berhasil dafar APHT baru
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Sumber : Badan Pertanahan Nasional

6. Yang pertama harus kita masukkan adalah Akta, disini kita akan melengkapi
mulai dari nomor APHT, tanggal APHT, nilai Hak Tanggungan dan juga benda
lain yang terdapat dalam APHT tersebut.

Gambar 3.6
Tampilan melengkapi APHT

Bz

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

8. Selanjutnya kita akan memasukkan info debitur berupa nomor KTP atau
NIK(apabila perorangan) lalu setelah itu akan muncul nama dan alamat,
apabila sesuai kita langsung klik simpan. Tetapi apabila debitur berupa badan
hukum (non perorangan) maka kita memasukkan email dan juga Akta
Pendirian Perusahaan. Pada penelitian ini, penulis memproses HT-el tipe
perorangan. Setelah itu kita akan upload fotocopy KTP debitur yang sudah di
legalisir oleh PPAT.
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Gambar 3.7
Tampilan menginput data debitur

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

©

Selanjutnya kita memasukkan data kreditur yang biasanya non perorangan
(bank). Disini kita hanya memasukkan kode kantor bank yang terdaftar sebagai
kreditur. Lalu nama, email, serta akta pendirian kreditur akan langsung
terdaftar dengan sendirinya seperti gambar di bawah.

Gambar 3.8
Tampilan menginput data kreditur

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

10. Setelah memasukkan data kreditur, kita akan memasukkan saksi-saksi pada
akta APHT yang sudah kita masukkan sebelumnya. Proses nya sama dengan
memasukkan debitur yaitu hanya memasukkan nomor KTP lalu setelah itu
akan muncul nama dan alamat, apabila sesuai kita langsung klik simpan dan

upload fotocopy KTP para saksi yang sudah di legalisir oleh PPAT.
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Gambar 3.9 Tampilan menginput data para saksi APHT

€ C @ mitaatrbpngoid * & 0@

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

11. Selanjutnya adalah pihak persetujuan apabila debitur sudah menikah, pihak
persetujuan berupa suami/istri dari debitur. Kalau tidak ada kita pilih Tidak
Ada pihak persetujuan, dan nanti kita akan upload dokumen yang berisikan
bahwa debitur memang belum menikah ataupun sudah bercerai (baik cerai
hidup maupun cerai mati) sehingga tidak ada pihak yang harus memberikan

persetujuan.
Gambar 3.10
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Tampilan menginput data pihak persetujuan

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

12. Selanjutnya kita akan memasukkan sertifikat yang dijadikan jaminan. Disini
kita akan memasukkan nomor sertifikat, kecamatan, kelurahan, nomor surat
ukur sertifikat serta luas sertifikat tersebut. Lalu kita akan upload dokumen
sertifikatnya.

Gambar 3.11
Tampilan menginput data sertifikat

Q Cek Sertipikat

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

13. Selanjutnya kita akan upload dokumen Surat Kuasa Memasang Hak
Tanggungan, Fotocopy Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) dan juga Perjanjian
Kredit (PK) yang sudah di legalisir oleh PPAT. Lalu klik lanjutkan.

Gambar 3.12
Tampilan mengupload dokumen lainnya
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5. UPLOAD DOKUMEN © Bant

Selanjutnya >

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

14. Setelah melengkapi dokumen sebelumnya, kita akan diminta untuk melihat file
yang sudah kita upload tadi, apakah sudah benar atau ada yang salah.

Gambar 3.13
Tampilan pratinjau akta

[«
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»

PRATINJAU AKTA

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

53



15. Pada akhir dari bagian pratinjau akta, kita diminta untuk upload dokumen
APHT dan juga Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan dan
Kebenaran Dokumen yang sudah di tanda tangani PPAT di atas materai. Lalu
kita klik pernyataan dan simpan.

Gambar 3.14
Tampilan mengupload file APHT dan Pernyataan

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

16. Setelah itu kita akan dapat Surat Pengantar yang harus kita download, lalu di
tanda tangani oleh PPAT dan di unggah kembali dan klik selesai.

Gambar 3.15
Tampilan Surat Pengantar Akta
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Sumber : Badan Pertanahan Nasional

17. Setelah kita klik selesai, kita akan kembali pada tampilan di bawah ini, dan
status akta sudah berubah menjadi Akta Sudah didaftar.

Gambar 3.16
Tampilan Akta Sudah didaftar

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

18. Setelah status akta sudah berubah, kita akan menghubungi pihak bank dan
memberikan Surat Pengantar Akta yang sudah di tanda tangani serta KTP
debitur untuk mendapatkan Surat Perintah Setor yang harus di bayarkan oleh
PPAT.

- Catatan, Surat Perintah Setor hanya bisa di keluarkan oleh pihak bank
(kreditur) karena pihak bank yang memiliki akses untuk menerbitkan Surat

Perintah Setor.
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- Apabila kode billing melewati batas waktu yang ditentukan oleh sistem
yaitu dalam waktu 7 hari, maka berkas tidak dapat dijalankan dan harus di
daftarkan kembali.

Gambar 3.17
Surat Perintah Setor
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
Q -‘ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
\0. -’ KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

Surat Perintah Setor

Pembayaran

Pt Bl B Bl o ol ey B il wa | B Kode Billing: Basuse © sy s
. - T B g B M = Tanggal: 13/01/2023
[y Kadaluarsa: 20/01/2023 17.16.53
- - Nomor pendaftaran: IEl#/2023
Email: T o — Tanggal pendaftaran: 13/01/2023

Daftar Biaya

No Uraian Pekerjaan Unit Biaya (Rp)

1 Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan 1 200.000

Terbilang : # Dua Ratus Ribu Rupiah

Cara Pembayaran
+ Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM atau Teller di bank persepsi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah didaftarkan.
- Tanda tangan tidak diperiukan karena dikeluarkan secara elektronik

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

19. Setelah Surat Perintah Setor sudah dibayarkan, maka kita akan menunggu
selama 5 hari untuk tahu apakah ada perbaikan atau tidak pada web HT-el. Jika
ada perbaikan, segera lengkapi yang kurang agar HT segera di proses kembali.

20. Jika tidak ada perbaikan, maka pada hari ke 7 (tujuh) HT akan terbit dan
tampilan pada web HT-el akan berubah menjadi Terbit HT.

Gambar 3.18
Tampilan Terbit HT
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€ 5> C (@ mittastbpngoid/datappat/imenu=aktatT S 2 &« OO0 :
+ Buat APHT Baru

TANGGAL HT
NO  KODE TANGGAL NILAI DAFTAR KANTOR STATUS PILIHAN ol?

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

21. Sertipikat Hak Tanggungan akan terbit pada sistem bank, yang akan diberikan
kepada PPAT selain Sertifikat Hak Tanggungan juga berupa kertas stiker untuk
di tempelkan pada catatan Sertifikat Tanah.

Gambar 3.19
Stiker Hak Tanggungan Elektronik

HAK TANGGUNGAN DI 208 PT BPR

Nomor 02275/2021 No. 1571 di BEKASI
Tgl. 23/0¢
Peringkat 1 e
No. 3466
Tgl. 2310
- R By e} a— — = — T
ROYA Di 208
B waMIyIs0s2 o 10K
1000312022 orser
T 1 DI 307
dari BPR No. 17¢
1 Tgl. 10/
OS5 75r08) dinapus.

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

Gambar 3.20
Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik

57



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Edisi | (Pendaftaran Hak Tanggungan)

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN
Nomor : 002023
Peringkat : Pertama
Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
Nomor 01/2023 Tanggal 05/01/2023 Yang dibuat oleh §

Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumiah :
Rp 500.000.000
(Lima Ratus Juta Rupiah)

Pemegang Hak Tanggungan

berkedudukan di Palembang

Jenis dan Nomor Hak

No. Urut Jenis Hak Nomor Hak Wilayah Nilal Parsial

1 MILIK Kel Tiga-puluh liir, Kec. llir Barat Dua

Beserta Benda Lain

Segala sesuatu yang tumbuh, tertanam, melekat dan berdiri di atasnya tanpa terkecuali, berikut
bangunan yang sekarang ada dan atau di kemudian hari didirikan di atas tanah tersebut.

telah diperiksa

S sl Cngran baikas jemoahonEn RS P
>
s
Prihatomo. S.T “ L oo Eoctanaren
Kepala Kantor Pertanahan

Pematan
AsS dokumen iné yang ngani secara digital mengounakan seifikat elektronik BSE

- Diarang melakukan Tansmisi. Penyebaran alau Pengoandasn Pihak ain yang Sdak terkait dengan ransaksi ind
Kode OR akan menampiian dokumen edis: yang b u

in

Sumber : Badan Pertanahan Nasional

F. Faktor-faktor Penghambat Pendaftaran Hak Tanggungan Secara
Elektronik

Dalam mengimplementasikan sistem elektronik, akan ada beberapa faktor
penghambat yang muncul, maka dari itu penulis akan menjabarkan beberapa
hambatan yang menjadikan pendaftaran hak tanggungan terhambat. Faktor-faktor
penghambat dalam pendaftaran hak tanggungan tersebut akan dijabarkan
berdasarkan penghalaman dari penulis sendiri.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pendaftaran hak tanggungan
secara umum antara lain:
1. Check and balance kurang

Setelah berkas didaftarkan akan ada pengkoreksian dalam jangka waktu 5

hari kerja, jika ada kesalahan atau kekurangan berkas PPAT/Bank selaku kreditur
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wajib untuk membenarkan kesalahan tersebut, namun Kantor Pertanahan sering
mengkoreksi dalam waktu yang mepet notifikasi koreksi muncul di waktu 4 hari
setelah berkas di daftarkan, mau tidak mau PPAT/Bank selaku kreditur harus
membetulkan koreksian tersebut pada hari itu juga, padahal belum tentu berkas
yang harus dibenarkan itu mudah untuk didapatkan dan apabila tidak segera di
betulkan SPS PNBP akan hangus dan harus mengulang dari awal serta membayar
ulang SPS PNBP kembali.
2. Sistem Elektronik error

Hal tersebut sering terjadi, biasanya sistem atau aplikasi tidak bisa dibuka
oleh pihak debitor/PPAT. Kejadian tersebut lebih parah apabila terjadi disaat
kadaluarsa/jangka waktu akta hampir habis sedangkan ada informasi perbaikan dari
Kantor Pertanahan yang harus segera diperbaiki. Jika hal tersebut terjadi dan lewat
jangka waktu, maka debitor/PPAT harus mengulang dan membayar lagi biaya akta
tersebut.
3. Bank selaku kreditur biasanya lama untuk mendaftarkan

Bank harus selalu diingatkan. Padahal dalam pendaftaran HT-el ini semua
tergantung kepada PPAT dan Bank selaku kreditur itu sendiri.
4. Sistem pada mitra HT-el sering tidak connect

Seringkali sistem mitra HT-el tidak connect atau tidak nyambung
dikarenakan digunakan di seluruh Indonesia pada jam kerja yang bersamaan.
5. Peopleware

Maksudnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yakni
kemampuan para Pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), Pejabat dilingkungan pertbankan maupun staff dalam
menggunakan internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari masih
sangat tergantungnya mereka dalam pengembangan sistem elektronik terhadap
pihak luar. Misalnya, staff dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kurang
paham dalam menggunakan internet yang mengakibatkan pendaftaran hak
tanggungan secara elektronik terhambat.
6. Miscommunication atau Kesalahpahaman

Sering terjadi miscommunication atau kesalahpahaman dalam pendaftaran

hak tanggungan secara elektronik antara pihak Kantor Pertanahan dengan pihak
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debitor/PPAT ataupun antara pihak kreditor/perbankan dengan pihak
debitor/PPAT. Misalnya, staff PPAT meminta informasi terkait pembayaran yang
harus dibayar oleh PPAT kepada pihak perbankan, karena Surat Perintah Setor
(SPS) dikirimkan oleh Kantor Pertanahan kepada pihak kreditor/perbankan, akan
tetapi belom kunjung diberikan oleh pihak perbankan kepada staff PPAT tersebut

yang membuat pembayaran kadaluarsa.

BAB V
PENUTUP
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A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

Pendaftaran hak tanggungan sudah dilaksanakan secara elektronik melalui
Sistem HT-el sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria
Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik. Selain mekanisme pelayanan hak tanggungan secara elektronik
disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga telah menyediakan
aplikasi Sistem HT-el yaitu pada website www.mitra.atr.bpn.go.id.

penghambat pendaftaran hak tanggungan secara elektronik yaitu check and
balance kurang, sistem elektronik error, bank selaku kreditur biasanya lama
untuk mendaftarkan, sistem pada mitra HT-el sering tidak connect atau tidak

nyambung, peopleware dan misscommucination atau kesalahpahaman.

B. Saran- Saran

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, adapun saran dari

penulis sebagai berikut:

1.

Sebaiknya adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dibuatkan
program pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia khusus nya
pihak-pihak yang terkait dalam proses pendaftaran HT-el.

Sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan pada website HT-el agar saat
digunakan tidak ngelag/tabrakan dengan user lain sehingga membuat website
tidak bisa digunakan (website down) dan perlu adanya perbaikan jaringan

internet yang merata di Indonesia agar koneksi lancar dan tidak terputus.
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